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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

bahwa Pajak Penerangan Jalan yang merupakan Sumber Pendapatan Asli
Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Toba Samostr Nomtor 21 Tshun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan
sudah tidak sesvai lagi dengan semangat Otonomi Daerah sehubpngan
dengan adanya perubahan ketentvan hukum yang mengatur tentang
%emzhﬁntahan Daerah dan yang mengatur tentang Pajak dan Retnbusi
aerah;
bahwa untuk ito perly dicabut dan diganti dengan suatu Peraturan Daerah;,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hulum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat I Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan
I embaran Negara Nemor 3704);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomot 3987),

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dasrah dan Retribuzi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048},

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
{Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran WNegara Tahun 2004 Nemor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor §
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tshun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomer 4348},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Puzat dan Daerah (Lembaran Negara Tahon 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433),

25



A

v

Al
EA R W

'. J=9 tentang Kewenangan
aarah Ot:}uom { Lembaran
embaran Negara Nomor

10, Peraturan Pemerintah Momor i_j Tahuu 2001 tentang Pajak Daerah
{Lembaran Megara Tahun 2001 Nomor 118, Tatmbahan Lembaran Negara
-\&ﬁ_fn oy ,T a8
11, ?er aturan ’_F S womaor 78 Tahun 2003 tentang Pedoman Permnbinaan

Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

[iH{1
-3"1?".:‘:1 '3 F[a.‘:’.““*l :‘_

Meo mn 1005 Nemer 165, Tambahen Lembarar Negara Nomor
4503y '

12. Peraturan Daerak Ka upaten Teba Samoesir Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Spzunan Croanizag dan Tata Kerja Dinae-Dinag Daerah Kabupaten Toba
Samostr.

E‘era‘gan FELE?L‘LJ‘ Berzama
DEWAN PERWARILAN FAEVAT DAERAH KARUPATEN TORA SAMOSIR
ghan

BRUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSE AN

netapken | PERATURANTAFR AW TENTAWGPATAY PENER ANGAN TAT AN

Tomidebe

Pazal 1
Dalam Peratvran Daerah i vang dunaleud dengan:
1. Daer 1.1{131 ‘1 ‘Jrﬁz Eabupaien Toba Samosir
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50

14.

cieh orang priva adi atau badan qepada astah tanpa inbalan langsung vang seitmbang,
vang dapat dig akzakan berdezarkan peraturan perundeng-undencan vang berlaku, yang
dizunakan uynink membiava penvalencoaraan pemerintahan dasrgh, pembansunan dan
kemasvaraliaran

Waiih Pajale adelah orang 4 :u badan yang menurut kefentoan persturan
pamndﬂng undangan perpajakan ditentukan untok melakukan kewapban perpajakan,

teruasul punguian pay 31: Al pﬁm ofongan p'_hiif fertenin.
Pf;-jw vang terubang bopejak vang harss dibaver pads ety zset, dalam maza pajak,
datam tahun 3:3%:3} 1 0 tenstuas peratoran Fernr wdang-ondangan perpajakan

szlanutnya dizebut 'PTE } adalah surat vang
qotlan pehitungon danfatan pembayaran Pajak,
Al dan‘atan harta Lt:f""lﬂbui‘l van gt stutang reenurnt
laeraly,

digonakan oleh Wapb Pajak vniuk m
0h1eL pajal. dansatay bukan abiel paja
aftirat perundang-undanzan uuf‘fu[aL At
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11 Svrat Setor Pajak Daerah yang selanjutnya dizebut SSPD adalah svrat yang ofeh wajib
pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak vang terutang ke
Kas Daerah atay ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

12. Surat Ketetapan Pajak Daersh yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan
yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau suref ketetapan kurang bayar
tambahan stau surat ketetapan pajek lebih bav,ear atau surat ketetapan pajak  athil.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Korang Bayar yang selanjuinya disebut SKPDKE adalah
Surat Ketetapan pajak daerah vang menentukan besarva jumlah pokok pajak yang
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administragi dan jumlah yang masih harns dibayar,

14 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan vang szelanjutnya disebut
SEPDKBT adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan tambahsn atas jumiah
pajak yang ditetapkan.

13. Surat Ketetapan Pajok Daersh Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah
Svrat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah krecit pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak , atau pajak
lebih begar dari pajak yang terutang atan t;dak seharusnya terutang,

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil vang selanjutnya dizsebut SKPDN adalah Surat
Ketetapan yang menenfukan jomlahk pajak yang terutang sama besamya dengan kredit
pajak, atap pajak tidak terutang dan tidak ada kradit pajals.

17. Surat Tagthan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan
tacthar pajd: daerah dan/ atau vanksi administrazi berupa bunga dan/atan denda.

BAR TI
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PATAK
Pazal 2

(1} Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak afas setiap penggunasan tenaga
fistrik.

{2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap orang dan/atau badan vang menggunakan
tenaga listrik.

(3) Fenggunaan tenaga lisirik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga
listrik yang berasal dart PLN maypun bukan PLN.

Dazal 2

Dikecoalikan dari objek pajak adalah

2. Pengpunaan tenaga listrik oleh Instanst Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dasrah;

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat,
perwakilan asing, dan lembaga lembaza intetnesional dengan azaz timbal balik -
sebagammana barlaky untuk pajak negara;

Penggunaan tenaga latrik yang berasal dari bukan PLIV dengan kapasitas terfentu yang
tidak memettukan 1jin dari Tnstans : tekents terkast,

d. Penggunaan tenaga listrik vang khusus dignnakan untuk ibadah.

2]

Pazal 4

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atan badan yang menggunakan
tenaga listrik.

(2) Wajlb Pajak Pencrangan Jalan adalah orang pribadi atan badan yang menjadi pelanggan
listrik dan/atay penggunaan tenaga hstrik.



BAE 111
DASAR PENGENAAN DAN TARTF PAJAK
Pazal 3

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nila jual tenaga lishrik.

(2) Nilat jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik

adalah jumlah tagiban biaya beban ditemboh dengan biaya pemakaian kwh yang
ditetapkan dalam rekening listrik,

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai
jual tenaga listnk dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atan
taksiran penggunaan listrik dan harga safuan listrik yang berlaku dengan berpedoman
kepada harga satuan yang berlaku untuk PLN.

(3) Khusus vntok kegiatan industri, Pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nila Jual
tenaga Listik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30% tiga puluh
persen). :

Pasal &

Tarif pajak ditetapkan sebagai" beriknt :
a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri, sebesar 10 %
{(sepuluh persen)
b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industn sebesar 10 % (sepuluh
persen) dari 30% (tiga puluh persen) pemakaian,
c. Penggunaan Tenga Listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar
10 % (zepulub perzen);
d. Penggunaan Tenaga Listik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari 30% (tiga pulsh persen) pemakatan.
BAR IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
(1) Pajak yang terutang dipungut di Kabupaten Toba Sam osir.
(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ¢ dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAD V

MASA PATAK SAATPAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PATAK DAERAH

Pazal B

Masa pajak adalah jangka wakty yang lamanya 1 (zatv) bulan takwin.
Pasal &

Pajak terstang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.
Pazal 10

(1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
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(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diiei dengan jelas, benar dan lengkap.

(3) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga fistrik PLN, daftar rekening listrk yang
diterbitkan oleh PLN merupakan SFTPD.

(4) SPTPD rebagaimana dimaksud pada ayat {1) harue disampaikan kepada Bupati gelambat -
fambatnva 13 (lima belag) hari setelah berakhimya maza pajak.

BAR VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEN'ETAPAN PAJAK
Pagal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimakeud datam Pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan
pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila dalam pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekentng  listrik
diperzamakan dengan SKPD.

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah
lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Pagal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pazal 11 ayat
(1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak gendiri yang
terutang.

(2) Dalam jongka waktn 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajek, Bupati depat
menerbitkan:

a. SEKEPDKE;
b. SKPDRKET,
¢. SKPDN.

{2) SKPDKB sebagaimana dimakeud pada ayat (2) hurnf*a” diterbitkan -

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 7s (dua
perzen) sebulan dibitung dari pajak yang kurang atav terlambat dibayar vntuk jangka
waktu paling 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak,

b. Apabila SPIPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
perzen) sebulan diitung dari pajak yang kurang stau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dibitung sejak saat terutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenshi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 15 % (dna pulu
fima persen)’ bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDEET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “b” diterbitkan apabila ditemukan
data baru atau data yang semufa belum terungkap yang menyebabkan penambahan jum {ah
pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 %
{seratus perzen) dari jumiah kekvrangan pajak fersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “c” diterbitkan apabila jumlah pajak
vang terutang sama besarnya dengan jumlsh kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada lwradit pagak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak tetutang dalam SKPDKE dan SKPDKET
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “a” dan “b” tidak atau tidak sepenuhnya
dibayar dalom jangka walktu yang telsh ditentukan, ditagih dengen menerbitkan STPD
ditambah dengan sanksi administrazi betupa bunga 2 % (dua perszen) sebulan.

(71 Penambahan jumiah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum  dilakukan tindakan
pemeriksaan.

b
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BAB VII
TATA CARAPEMEBAYARAN
Pazal 13

(1) Pembayaran pajak dilakvkan ke Kas Daerah atav tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
gesuas wakto yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKP]jKB, SKPDEBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain vang ditunjuk, hasil penerimaan pajak
harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktn yang
ditentukan oieh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilskukan dengan
menggonakan SSPD.

Pazal 14

(1) Pembayaran pajak harnz dilakulan secara tunai/lonas,

(2) Bupati dapat memberikan persetujpan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak
terutang dalam kurun wakin tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara
teratur dan betrturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari
jumlsh pajak yang belum otau kurang dibayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetyjpan kepada Wajib Pajak untuk menvnda pembayaran
pajak sampai batas waktu vang ditentokan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dengan dikenakan bunga 2 %o (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar.

(3) Persyaratan untuk dapat mengangzur dan meponda pembayaan setta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4),
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Settap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAR VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pazal 16

(1) Surat Teguran atan Surat Peringatan atan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikelnarkan 7 (tujsh) han sejak gzaat jatuh fempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka wakty 7 (tujoh) bari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pazal 17

(1) Apabila jumtab pajak yeng masth harus dibayar tidak dilunamt dalam jengka waktn
sebagaunana ditentukan dalam Suraf Teguran atau Surat Peringatan atau surat Jain yang
sejents, jumlah pajak harus dibavar ditagth dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Svrat Paksa cegera setelah lewat 21 (dua pulvh satu) hari sejak
tangeal Surat Teguran dan Surat Peringatan atan surat lain yang sejenis.
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Pasal 18

Apabila pajak yang harps dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakin 3 x 24 jam sesudah
tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan.

Pazal 10

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belom juga melunasi ntang pajaknya, setelah
lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pazal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang,
Juru Sitamemberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wapb Pajak.

Paszal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan PPJ
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
"PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(1) Pupati berdasarkan permchonan Wayib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, ketinganan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksnd pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupatt.

BAB X

TATA CARA PEMBETUL AN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTR ASI

Pazal 23

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wanb Pajak dapat:

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKE atau SKPDEBT atas STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalaban tuliz, kesalahan hitung dan/atas kekelirnan dalam
penerapan Peraturan Perundang -undangan Perpajakan Dasraly,

h. Membatalkan stau mengurangkan ketefapan pajak vang tidak benar:

c¢. Mengurangkan atay menghapuskan sanksi adninistrazi berupa bunga, denda dan
kenaikan pajak yang terntang dalam hal sanksi tersebot dikenskan karena kekbilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kezalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sankei administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis atay Wajib Pajak
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lanbatnya 30 (tiga puluh) hart sejak
tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKPT atan STPD dengan memberikan alasan
yang jelas.
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(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimakend pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputosan.

(4) Apabila setelah lewat wakto 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati
atan pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusen, permohonan, pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi dranggap dikabulkan.

BAB X1
KERERATAN DAN BANDING
Pazal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atan pejabat yang ditunjuk
atas snafu:

a. SKPD,

b. SEPDEB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLE,
e. SKPDN.-

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara
tertufis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKYDKB,
SKPDKBT, SKPDLE dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka wakty ity tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuazaannya.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dsa belas) bulan
sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,
sndah memberikan keputusan,

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagamana dimaksud pada ayat (3)
Bupati atau pejabat yang ditunjul tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan
dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagainana dimaksud pada ayat (1) tidsk menunda kewajiban
membayar Pajak.

Paual 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajuken banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimakeud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasat 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimeksud dalam Pesal 24 atau banding
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebthan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bungs sebesar 2 % (dua persen)
sebnlan untok pating Jama 24 (dua poluh empat) bolan.



BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PATAK
Pazal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Kepala Daerah atan Pgjabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan
sekurang-kurangnya:

a Nama dan alamat wajib pajak;

b. Masa Pajak,

¢. Besarnya kelebthan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjok dalam jangka waktu paling lama 12 (dpa belas) bolan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimakeud pada ayat (1) harue memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagammana dimaksud pada ayat (2) dilampani Bupati atau pejabat
yang ditonjuk tidak membentkan keputusan, permohonan pengembalian kelebthan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLE harns diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunya utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagamana dimaksud pada ayat (2) langsung  diperhitungkan untuk melonast
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakskan dalam waktu paling lama 2 (dua)
bujan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atav pejabat yang difunjpk memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebthan pajak.

Pazal 28
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,

sebaraimana dimakzud datam Pazal 27 avat (4), pembayarannya difakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berfaku sebagai bukti pembayaran.

BAR XII
KADAILUWARSA
Pazal 20
(1) Hak vntuk melakukan tagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka wakin 3
(lina) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. Diterbitkan surat tepnran dan surat paksa atau;
b. Ada pengskuan utang pajak batk langsung maupun tidak langsung.
- BAB XIV
PENGAWASAN
Pazal 30

Pengawasan pelaksanaan peratnran daerah ini dilakukan oleh Bupati atas pejabat yang
ditunjuk. '
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BAR XV

KETENTITAN PIDANA

Pazal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar aav tidak lengkap atau melampirkan keteranpan yang tidak benar sehingga
merugikan kevangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan dan/atan denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atan mengisi dengan tidak
benar atau tidsk lengkap atau melampirkan keterangan vang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan dan/atan denda paling banyak 8 (delapan) kali jum{ah pajak yang terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pazal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksnd delam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktn 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutanenya pajak atau berakhirnya maza pajak.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pazal 32

(1) Pejabat pegawai negen siptl tertentn dilingkungan Pemerintah Kabupaten, diberi
wewenang khusuy zebagai penyidik untuk mefakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah.

(2} Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

'.._ .

menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitt keterangan ata Iaporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atas laporan
tersebuot menjadi lengkap dan jelac,

meneliti, mencari dan mensumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atan
badan tentang kebenaran petbuatan vang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah tersebuf;

meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atas badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah,

memeriksa boku-bukp, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daersh;

melakokan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dolumen-dokumen lain, serta melakuken penyitaan terhadap bshan bukti
terzebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah,

menyursh berhent:. melarang seseorang meninggalkan ruangan atan tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memenksa identitas orang dan/atau
dokumen vang dibawa zebagaimana dimaksud pada huruf “e”;

memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
memanggtl orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atap sanks,

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang periu vntuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan dasrah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberniiahokan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang WNomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

BAR XVII
EETENTUAN PENUTUP
Pazal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

IT Toba Samost Nomor 21 Tahon 1999 tentang Pajak Penerangan JTalan dan segala ketentoan

yang betfentangan dengan peraturan daerah in1 dinyatakan dicabut dan trdak berlaku lag:.

Pazal 35

Peratoran Daeral ini mulai berlaky padatanggal divndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya mem eriptahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Dasrah.

Ditetapkan di Balige

padatanggal 13 Desember 2006

BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dio

MONANG SITORUS

Divndangkan di Balige
pada tanggal 19 Desember 2006

I.EMB AN DAERAH KABUPATEN TQEA SAMOSIR
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI B NOMOR 3
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